PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PFRATURAN DAFRAH KARUPATEN BLORA
NOMOR 4@ TAHUN 2000

TENTANG

PENFTAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KRADENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAaHA ESA

BUPATI BLORA

kota dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan
yang cukup pesat maka untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna pembangunan kota di
wilayah Kota Kecamatan Kradenan perlu menetap—
kan Ratas Wilayah Koia Tbukota Kradenan;

‘!. Menimbang : a. bahwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan
&

h. bahwa agar penetapan Ratas Wilayah Kota
sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dapat
dijadikan iandasan dalam pelaksanaan
pembangunan di wilayah TIbukota Kecamatan maka
penetapannya periu diatur dalam Peraturan

Daerah.
Mengingat : 1. Undang - undang HNomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Dasrah - daerah Kabupaten dalam

i ingkungan Propinsi Jawa Tengah { Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 1950 iz

a 2 Undang — undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokoik — pokok Agraria ( Lem—
haran Negara Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 1960, Tambahan iLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2508);

3. tindang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dasrah { Lembaran Negara Republik
Tndonesia Nomor 60 Tahun 199%, Tambahanp
i embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3AT9);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota D1
f=luruh Indonesia;

5_ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
198& tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 19846 tentang Pene—
tapan Batas Wilayah Kota D1 Seluruh Indonesia;




&. Peraturan Dasrah ¥abupaten Blora Nomor 3
Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (
iLembaran Daerah Kabupaten B8lora Tahun 1996
Nomor 8 Seri D Nomor 5 ).

Dengan persetujuan

DFEWAN PFRAWAKTILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN =

Menstapkan : PERATURAN ~ DAFRAH KARUPATEN BLORA TENTANG
PENFTAPAN BRATAS WILAYAH KOTA IRUKOTA KECAMATAN
KRADENAN .

BABRB I
KFTENTUAN UMM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Dasrah adalah Kabupaten Rlora ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah ¥Kabupaten Rlora :

c. Kepala Daerah adalah Bupati Blora ;
d. Kota adalah Thukota Kecamatan Kradenan;

‘2. Ratas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan ahtara wilayah

kota dan wilayah bukan kota .
BRAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Dasrah ini adalah untuk memberikan kepastian
hukum mengenai Ratas Wilayah Kota.

Pasal 3

Tujuan penetapan Batas Wilayah Kota adalah sebagai berikut :

a. Unfuk memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna
berbagai keperluan pengendalian dan pengembangan kota :

b Menstapkan batas fisik wilayah kota :

¢. Untuvk memperoleh data dan peta - peta guna perencanaan dan
pengendalian kota

d. Untuk dapat mewujudkan suasana aman, bersih, tertib, indah,
tancar dan sehat terhadap setiap pembangunan di wilayah kota.
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BAaB III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

{1) Batas Wilayah Kota Kradenan ditetapkan sebagai berikut :

1. 4 tar a.

a. BRatas Administrasi

b. Batas Fisik

2. T 1mur.

a. Ratas Administrasi

b. Batas Fisik~

o

S el atan.

]
L

Aa. Batas Aadmnistrasi

b. Batas Fisik

4. Rarat.

a. Batas Admnistrasi

[ 2]]
N
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b. Batas F

Dusun HWates Desa Sumber.
Sawah dan tegalan.

: Dusun Banjarejo dan Dusun Mojo-
rembun Desa Hojorembun.
: Sawah, tegalan, sungai wulung
dan batas desa.

: Dusun Parengan, Dusun Jigar dan
pusun Kradenan Desa Mendenrejo.

~ : Sawah, tegalan dan bengawan
s0lo.

: Dusun Ngampon Desa Mendenrejo,
Dusun Tawangrejo, Dusun Mulyo—
rejo dan Dusun Jamberejo Desa
Sumber.
: Sawah dan tegalan.

{Z2) Untuk mempertegas batas wilayah dimaksud avat (1) Pasal ini,
dilapangan perliu dibuat papan nama kota pada Batas Wilayah

Kota dijalan—-Jjalan

Uraian perincian Batas
Pasal 4 Peraturan Daerah ini,
Kota Ibu Kota Kecamatan Kradenan

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

utama masuk ¥oia yvang bersangkutan.

Pasal 5

Wilayah Kota sebagaimana tersebut dalam
terdapat dalam naskah Batas Wilayah

yvang menjadi bagian tak




BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

bengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenal Batas Wilayah Kota vyang bertentangan dan atau
tidak sesual dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 7

{1} Hal - hal yang bpelum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
olesh Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam L embaran Daerah.

Disahkan di 8lora
yada tanggal 3 ;y1i 2000
\ .

D! UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TANGGAL : | L2000
NOMOR 122

TR 2.2

sepl : D NOp26

EKRETARIS DAET A
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I1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KRADENAN

PENJELASAN UpMliM.

Dengan semakin meningkatnya pertumbubhan dan perkembangan
Kecamatan Kradenan dan dalam bidang—bidang tertentu, semakin
tampak pula wilayah pemukiman di Kecamatan Kradenan yang
pbercirikan perkotaan.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memberikan kepastian
ruang gerak pembangunan daerah perkotaan tersebut, maka
diperlukan batas wilayah yang Jelas dari Kecamatan Kradenan.
Sebagai dasar pelaksanaan pembuatan batas wilayah kota adalah
Peraturan HMenteri Dalam Negeri HNomor 7 Tahun 1986 tentang
Penetapan BRatas Wilayah Kota di seluruh Indonesia, yang menye-
butkan bahwa Batas #Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d4 7 : cukuyp jelas.

o




